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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRAST HUKUR UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDOMESLA

MOMOR : AHU - 768 AH.0L.04. Tahun 2014 -~
TENTAMNG
PEMNGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUEUM DAN HAK ASAS] MANUSLA REPUBLIK INDOMESIA,

Membaca

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan -

PERTAMA

KEDUA

: Surat permohonzn dari Motaris Mopo Subarne, SH Momor 4MN/MNS/1/2014 tanggal

16 Januari 2004 perihal permahonan pengesahan akta pendirian yayasan vang diterima
tanggal 22 Januari 2014; ~

Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Peadirian Yayasan wang di
sampaikan kepeda Kementerian Hukum Dran Hak Asnsi Manusia, akia tersebut telah
memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga
dapat disahkan;

I. Undaag-Undang Momor 16 Tahwn 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tabun 2001 Momor 112, Tambaban Lembaran Megara
Republik  Indonesia Momor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia
Momor 28 Tahun 2004 Tentzng Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tabhun
2001 Tentang Yayasan {Lembaran Megara Republik Indanesia Tahun 2004 Nomor
115, Tambahan Lembaran Megara Eepublik [ndonesia Momor #4430)Undang-
Undang Nomer 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ;

2. Peraturan Pemerintah Republik [ndonesia Momor 63 Tahun 2008 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2008 MNomor 134, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 45547,

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perabahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Tentang “Yayasan (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2013
Momtor 2, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momaor 3387

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Momor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;

5. Peraturan hdenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Momar
M. HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN AL-KARIIM LEUWIMUNDING
MPWP - 02.725.316.0-438.000
Berkedudukan di Dusun- Pekauman, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa
Levwimunding, Kecamatan Leuwimunding, Kebupaten Majalengka, sesuai dengan
Akta Momor 3 tanggal 06 Januari 2014 yang dibuat oleh Motaris Neno Subarne, SH
berkedudukan di Kabupaten Majalenghka. -

Keputusan ini mulai berlaku seiak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Pebroari 2014

ASTMANUSIA REPUBLIK INDONESLA
ARTMISTREAST HUKUM UMUM

n@%ﬁ D, SH., MH.
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PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Memer 233 Telp/Fax.(0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGHA
Mosar 2OGTAHUN 2045

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK - KANAK (TK) ASIH RAHAYU
DESA HEULEUT KECAMATAN LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang a bahwa memperhaikan sural Kepala Taman Kanak-Kanak (TH) ASIH
RAHAYL Desa Heuleul Kecamatan Lewwimunding Kabupaten Majalengka
Nomor 003K ARN205 fanggal 04 Mei 2015 perhal Fermaohonan
Perpanjangan lzin Operagional dan berdasarkan hasi verifikasi pata langgal
11 Juni 2015 yang dilaksanakan oleh Tim Verfikasi Penyslenggaraan
Pendiditan Anak Usia Dini (PALD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

b, bahwa berdasarkan pada perimbangan hurup 8 dan sesuai dengan ketentuan
Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasiona!, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaran Pendidikan Anak
Usia Dini  Taman Kanak-Kanak (TK) ASIH RAHAYU Desa Heuleul
Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka yang ditetapkean dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Mengingat - 1. Undang-Undang Momor 14 Tahun 1950  tentang Pambentukan Daerah-
Daarah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Baral {Berita Megara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Momer 4 Tahun 1968 tentang Pembenlukan Kabupalen Punwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1050 tentang Pembentukan Daerah-Dagrah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat {Lembaran Megara Republik Indonesia Tshun 1968
Marmot 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851},

2. Undang-undang Mamor 20 Tahun 2003 Tentang Sistern Pendidikan Masional
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Repubik Indonasia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republit Indonesia Tahun 2004 Momor 125, Tambahan
Lembaran Negara Repubfk Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 1ahun 2008
Tentang Peruibahan Kedua Ales Undang-Undang Momor 32 tahun 2004
Tentang Pemerintahan Dagrah (Lembaran Negara Republix Indonasia Tahun
2008 Momor 58, Tambahan Lembaran Megara Republk Indonesia
Momor 4844},
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Undang-Undang Momor 33 Tahun 2004 Tentzng Paerimbangan Feuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Fapublik
Indonesia Tahun 2004 Momor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Momor 4438);

Feraiwran Pemerintah Momor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Momar 41
Tambahan Lembaran Megara Repubiik Indanesia Momar 4496), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nemor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Momor 18 Tahun 2005 Tentang
Standar Masicnal Pendidikan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2013 Momor 71, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momar
5410,

Peraturan Pemerintzh Momor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urssan
Pemerintah anfara Pemerintah, Pemerintah Dasrah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/iota (Lembaran Megara Republik Indonasia Tahun 2007 Nomor
B2, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 4737}

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat
Dagrah (Lembaran Megars Republik Indonesia Tahun 2007 MNomor 89,
Tambahan Lembaran Megara Rapublik Indonesia Mamor 4750);

Faraturan Pemerintah Mormor 48 Tahur 2008 Tenlang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Wegara Republis Indonesia Tahun 2008 Momor 94, Tambahan
Lemnbaran Negara Republix Indonesia Nomor 4864);

Feraluran Pemerintah Momor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Fenyelenggaraan  Pendidikan {Tambahan  Lembaran Megara  Republic
Indonesia Tahun 2010 Momor 23), sebagaimana talah diubah dengan
Peraturan Pemerinlah Momor 66 Tahun 2000 Tentang Psrubshan Atas
Peraturan Pemerintah Momor 17 Tahun 2010 Temang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendiditan [Lembaran Megara Republik Indonesia tahun
2010 Momar 112, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momar
5157)

Peraturan Menter Pendidikan Masional Republik Indonesia Momar 58 Tahun
2009 Tentarg Standar Pendidikan Anak Usia Dini:

Peraturan Menter Pendidikan dan Kebudayaan Repubsik Indanesia Nomor B1
Tahun 2013 Tentang Pendirian Safuan Pendidikan Monformal (Berita Negara
Republik Indonesia Tanun 2013 Momor 877); sebagaimana telan diubah
dengan Peraluran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Momor 84 Tahun 2014 tentang Pandifian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Momor 1279)

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kaoupaten Majalengka Tahun 2008 Memar 2, Tambahan Lembaran Daersh
Mamor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Momor 10 Tahun 2009 Tenlana
Organizasi FPerangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daergh
kabupaten Majalengka Tahun 2009 Momor 10) sebagaimana telah diubah
dengan Faeraturan Daerah Kabupaten Majalengka Momor 8 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daarah Momar 10 Tahun 2000 Teniang
Organisasi Perangkal Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalenaka Tahun 2011 Mamor 8],



MEMUTUSKAN

KESATU . Memberkan izin penyelanggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Taman
Kanak-Kanak [TK] AL-KARIM Desa Laywimunding Hecamatan Leuwimunding
Kabupaten Majalengka dengan katentuan sabagai berikut
1. Mentaali Peraturan Perundang-Undangan yang beraku;
2 Menggunakan kurikuium dan metoda pembelsjaran yang sesual dengan
ketentuan;

3. Menyampaikan laparan perkembangan seliap bulan kepada Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Majaiengks;

KEDUA - lzin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bedaku selama memenuhi
ketentuan dan dievaluasi sefiap tahun.

KETIGA . Dengan berakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Majalengka Nomor S00/M4506-Disdik tanggal 22 Agustus 2011,
dinyatakan fidak berlaky,

KEEMPAT - HKepuiusan inl beraku sejsk tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

T
1

Z
3
i

dikemudian hari terdapat kekelirugn dan alau kesalahan di dalamnya akan
diarakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal &Y Agustus o8

ermbusan |

Yih, Bupati Majalengka;

¥in. Direklur Pembinaan PAUD Ditien PAUDNI Kemdikbud di Jakarta;
Yih. Kepala Dinas Pendidikar: Provinsi Jawa Barat di Bandung;

ih. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Leuwimunding.



